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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Permendagri Nomor 13/2006 mengenai Standar 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umum disebutkan 

bahwa pengertian keuangan daerah ialah mengatur segala hak serta 

kewajiban yang ada di daerah pada rancangan pengurusan 

pemerintahan daerah yang nilai dan kewajibannya bisa dinyatakan 

dalam mata uang, termasuk seluruh lkekayaan jyang berkaitan ldengan 

hakj serta lkewajiban daerah. Selain itu, Pasal 4 mengatur lbahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus jdilaksanakan tsecara sistematis 

sesuai dengan lketentuan perundang-undangan, efektif, efisien, 

ekonomis, terbuka jdan konsisten, serta mencermati keseimbangan, 

kepatuhan, dan harapan sosial. 

Peraturan Pemerintah 71/2010 menjelaskan bahwa lyang 

jdimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan jterstruktur 

tentang status/kondisi keuangan serta transaksi lyang 

diimplementasikan entitas pelapor. Entitas pelapor ialah bagian 

pemerintah lyang jterdiri atas satu ataupun lebih entitas akuntansi. 

lMenurut undang-undang, entitas akuntansi harus menyampaikan 

laporan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan umum, 

jmeliputi : 
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a. Pemerintah pusat 

b. Pemerintah daerah 

c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di 

lingkungan pemerintah pusat 

d. Organisai di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 

organisasi lain, jikal dipersyaratkan oleh undang-undang maka 

unit organisasi tersebut harus menyampaikan laporan 

keuangan 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik 

Tujuan serta fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum 

adalahl (Mardiasmo, 2009) : 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) 

Laporan keuangan ldigunakan juntuk menyampaikan 

agunan kepadal pengguna serta lembaga resmi laporan keuangan 

yang berwenang, yang menunjukkan jbahwa lpengelolaan tsumber 

rdaya telahl jdilakukan hsesuai kdengan undang-undang yang 

ditentukan dan peraturan lainnya. 

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and 

retrospective reporting) 

Laporan keuangan ldigunakan jsebagai wujud akuntabilitas 

pada masyarakat dan untuk memantau kemampuan dan menilai 

manajemen, sebagai dasar untuk mencermati kecenderungan 

selama periode ketika target yang telah ditentukan tercapai, lserta 

membandingkannyaj tdengan kinerja organisasi serupa lainnya 
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(jika ada). Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar 

untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan jasa 

yang diterima, dan memungkinkan mereka untuk mengevaluasi 

efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi. 

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization 

information) 

Laporan keuangan lmemberikan jdasar tkebijakan masa 

depan danl kegiatan perancangan jyang direncanakan. Laporan 

keuangan digunakanl juntuk menyampaikan informasi lpendukung 

tentang penggunaan dana yang sah. 

4. Kelangsungan organisasi (viability) 

Laporan keuangan dapat mengakomodasi jpembaca 

memutuskan apakah lembaga ataupun bagian kerja mampu terus 

mempersiapkan barang serta jasa di masa depan. 

5. Hubungan Masyarakat (public relation) 

Laporan keuangan lmemberikan peluang bagi lembaga 

untukj menyajikan maklumat pencapaian mereka kepada 

pengguna, karyawan dan masyarakat yang terkena dampak. 

Pelaporan keuangan merupakan sarana berkomunikasi bersama 

masyarakat dan kelompok terkait lainnya. 

6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures) 

Tujuan laporan keuangan adalah untukl membagikan 

informasi pada pihak terkait jyang mau mempelajari tentang 

organisasi. 
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Berdasarkan pada PP No. 71/2010, tujuan laporan keuangan 

pemerintah ialah untuk berbagi fungsi pengambilan keputusan 

dengan cara berikut serta memperlihatkan pertanggungjawaban 

entitas pelapor latas jsumber tdaya hyang diamanatkan lkepadanya : 

a. Memberikan informasi tentang kondisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, serta ekuitas pemerintah 

b. Memberikan informasi tentang peralihan kondisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah 

c. Memberikan informasi tentang sumber, distribusi, serta 

penggunaan sumber daya ekonomi 

d. Memberikan informasi tentang kepatuhan pengaktualan atas 

anggaran 

e. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelapor 

membiayai kegiatannya serta mencukupi keperluan kasnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatl jdisimpulkan tbahwa rtujuan 

laporan keuangan sektor publik ialah memberikan informasi lyang 

berfungsi juntuk pengambilan keputusan serta memperlihatkan 

pertanggungjawaban entitas pelapor atasl sumber daya jyang 

diamanatkan. Membagikan agunan bagi pemakai laporan keuangan 

serta pemerintahan yang berwenang, yang menunjukkan bahwa 

manajemen sumber daya sudah dilakukan sesuai dengan undang-

undang yang ditentukan dan peraturan lainnya. Laporan keuangan 

digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk 

memantau kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar 
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untuk mengamati trend (kecenderungan) antara periode pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan, dan membandingkannya dengan 

kinerja organisasi sejenis lainnya. Memberikan dasar untuk 

kebijakan dan kegiatan perencanaan di masa depan. Membantu 

pembaca menentukan apakah organisasi atau unit kerja dapat terus 

menyediakan barang dan jasa di masa mendatang. Memberikan 

kesempatan kepada organisasi untuk mempresentasikan pencapaian 

mereka kepada pengguna, karyawan, dan publik yang terkena 

dampak, sebagai sarana komunikasi dengan publik dan pihak terkait 

lainnya, dan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam 

kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin memahami 

organisasi sektor publik. 

2.1.2.1 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik  

Komponen lyang termasuk jdalam kumpulan laporan keuangan 

antara lain laporan aktualisasi anggaran serta laporan keuangan, jadi 

komponennya adalah sebagai berikut (PP No. 71/2010) : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Memaparkan aktivitas keuangan pemerintah pusat dan 

daerah lyang mengungkapkan kepatuhan atas APBN/APBD. 

Laporan realisasi anggaran menguraikan sumber, alokasi dan 

penggunaan sumber daya ekonomi yangl jdikelola holeh pemerintah 

pusat dan daerah selama periode pelaporan. Laporan realisasi 

anggaran lmenggambarkan jperbandingan tantara hanggaran ldengan 

realisasinya selama periode pelaporan. 
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Untukl pos-pos berikut lebih jdisajikan lkomparatif 

dibandingkan periode sebelumnya : (1) Saldo Anggaran Awal; 

(2) Penggunaan Surplus Anggaran; (3) Surplus atau Kekurangan 

Dana Anggaran untuk Tahun Berjalan; (4) Koreksi Kesalahan 

Pembukuan pada Periode Sebelumnya; (5) Lainnya; (6) Saldo 

Anggaran Akhir. 

Selain itu, entitas pelapor membagikan makin banyak 

paparan tentang komponen yang termasuk pada laporan 

perubahan saldo anggaran lebih pada Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

3. Neraca 

Menjelaskan status atau kondisi keuangan entitas pelapor 

yang berhubungan dengan asset (aktiva), kewajiban (hutang), 

serta ekuitas (modal) pada tanggal tertentu. Setiap elemen 

dijabarkan sebagaij lberikut : 

a) Aktiva merupakan sumber daya ekonomi hyang jdimiliki koleh 

pemerintah karena peristiwa masa lalu, yang ldiharapkan 

pemerintah serta masyarakat memperoleh keuntungan 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan, serta mampu dinilai 

pada unit keuangan, termasukl sumber daya. Pengeluaran non 

keuangan yangj dibutuhkan luntuk membagikan layanan pada 

publik dan sumber daya yang disajikan untuk pertimbangan 

sejarah serta budayal. 
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b) Hutang, mengacu akibat peristiwa masa lalu, dan proses 

penyelesaian hutang akan membutuhkan sumber daya 

pemerintah. 

c) Modal merupakan asset bersih (net worth) pemerintah, yang 

menggambarkan perbedaan aktiva serta hutang pemerintah. 

4. Laporan Operasional 

Terkait LO, aktivitas usaha entitas pelapor dapat dinilai 

berdasarkan kategori ekonomi atau kategori rencana untuk 

menggapai target yang sudah diputuskan. Laporan keuangan 

melingkupi laporan operasional lberikut : (1) Pendapatan 

(Revenue)–LO yang dihasilkan jdari aktivitas operasional; (2) 

Beban (Expenses) dari aktivitas operasi; (3) Surplus/defisit dari 

aktivitas non operasi (jika ada); (4) Hal-hal luar biasa (jika ada); 

(5) Surplus atau defisitl–lLO. 

5. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas memberikan informasi tentang sumber 

dan penggunaanl kas selama periode akuntansi, perubahan kas 

serta setaa kas selama periode akuntansi, lserta kas serta setara kas 

jpada tanggal pelaporan. Arus kas masuk serta arus kas keluar 

dikategorikan menurut kegiatan operasi, investasi, pendanaan, 

serta transportasi. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Mencakup setidaknya hal-hal berikut : (1) Modal Awal; 

(2) Surplus atau defisit–LO; (3) Koreksi yang secara langsung 
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mengarah pada kenaikan atau penurunan modal, antara lain 

merupakan efek kumulatif dari pergantian prosedur akuntansi 

serta koreksi kesalahan dasar; (4) Modal Akhir. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan melingkupi definisi item-

item yang ditampilkan pada laporan realisasi anggaran, laporan 

perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, 

laporan arus kas, serta laporan perubahan modal. Catatan atas 

Laporan Keuangan juga mencakup penyajian informasi yang 

diperlukan serta direkomendasikan bagi SAP dan informasi lain 

yang dibutuhkan untuk penyajian laporan keuangan yang wajar, 

seperti liabilitas bersyarat (contingent liability) dan 

ikatan/kontrak lainnya. 

Elemen laporan keuangan sektor publik melingkupi (Bastian, 

2010) : 

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Neraca lmerupakan laporan keuangan jyang menerangkan 

keadaan atau kondisi asset, kewajiban serta ekuitas selama 

periode tertentu. Neraca mencakup setidaknya item jberikut : 

a) Properti, pabrik dan peralatan 

b) Aktiva tidak berwujud 

c) Aktiva keuangan (kecuali item d,f, serta h) 

d) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas 

e) Persediaan 
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f) Pemulihan non pertukaran, termasuk pajak serta transfer 

g) Piutang dari transaksi pertukaran 

h) Kas dan setara kas 

i) Utang pajak dan transfer 

j) Kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran 

k) Cadangan (provision) 

l) Kewajiban tidak lancar 

m) Partisipasi minoritas 

n) Asset/ekuitas neto 

2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus–Defisit) 

Laporan kinerja keuangan juga dapat ldisebut laporan 

penghasilan serta pengeluaran. Laporan surplus-defisit 

merupakan laporan keuangan yang menunjukkan penghasilan 

serta pengeluaran dalam periode tertentu. Laporan surplus-defisit 

setidaknya melingkupi hal-hal jberikut : 

a) Pendapatan dari aktivitas operasi 

b) Surplus/defisit dari kegiatan operasional 

c) Beban keuangan (beban utang) 

d) Surplus/defisit dari asosiasi dan ventura bersama dihitung 

berdasarkan metode ekuitas 

e) Surplus/defisit dari kegiatan normal 

f) Pos-pos luar biasa 

g) Surplus/defisit dari saham partisipasi minoritas 

h) Surplus/defisit dalam rentang waktu tersebut 
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3. Laporan Perubahan Aktiva /Ekuitas Neto 

Menunjukkan bahwa menurut prinsip pengukuran tertentu 

yang digunakan, kenaikan atau penurunan kekayaan diutarakan 

ldalam laporan keuangan. Perubahanl jkeseluruhan ydalam asset 

bersih mewakili total surplus/defisit selama rentang waktu 

tertentu. Penghasilan serta biaya lain-lain langsung diakui lsebagai 

perubahan aktiva/ekuitas neto dari jsetiap penyertaan modal, ldan 

dibagikan jkepada tpemilik. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto 

melingkupi : 

a) Kepemilikan danl pendapatan dibagi dengan pemilik 

b) Pada awal periode, saldo surplus/defisit kumulatif pada 

tanggal dan periode pelaporan 

c) Penyingkapan bagian asset/modal bersih secara terpisah, serta 

periksa jumlah buku setiap bagian asset/modal bersih lpada 

awalj tdan jakhir periodel untuk jmenunjukkan adanya mutasi. 

4. Laporan Arus Kas 

Menampilkan informasi lmengenai pendapatan serta 

pembayaran kas dalam periode tertentu. Pendapatan dan 

pembayaran kas dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi. 

Aktivitas pendanaan, serta aktivitas investasi. Informasi arus kas 

berguna untuk pengguna laporan keuangan hkarena memberikan 

dasarl untuk mengestimasi kemahiran entitas juntuk menciptakan 

kas dank setara kas, danl kemahiran entitas untukj memanfaatkan 

arus kas ltersebut. 
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5. Catatan atas Laporan Keuangan Sektor Publik 

Merupakan bagian integral laporan keuangan dan 

memberikan informasi mengenai interpretasi item laporan 

keuangan untuk penyingkapan yang sesuai. Tujuan dari Catatan 

atas Laporan Keuangan adalah memberitahukan penyingkapan 

yangl diharuskan jdalam laporan keuangan. 

Berdasarkan literatur di atas, dapatl jdisimpulkan bahwat 

elemen laporan keuangan sektor publik antara lain Laporan 

Realisasi Anggaran yang memaparkan status atau kondisi 

keuangan entitas pelapor tentang kepatuhan atas APBN/APBD. 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan pos-

pos saldo anggaran lebih awal, penggunaanl saldo anggaran lebih, 

sisa lebih atau kurang pembiayaanj anggaran tahun berjalan, 

koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, saldo anggaran 

akhir serta lainna yang dapat dibandingkan dengan periode 

sebelumnya. Neraca menjelaskan status atau posisil keuangan 

entitas pelaporj tentang asset, kewajiban, ldan ekuitasnya padaj 

ltanggal htertentu. Berdasarkan klasifikasi ekonomi atau klasifikasi 

fungsi atau rencana, laporan operasional dan aktivitas operasional 

lembaga publik dapat dianalisis untuk mendapatkan target yang 

sudah ditetapkan. Laporan Arus Kas memberikan informasi 

tentangl sumber jdan penggunaan kas lselamar lperiodej akuntansi, 

perubahanl kas dan setara kas jselama periodel akuntansi, jserta kas 

danl setara kas padaj htanggal pelaporan. Capital statement 
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setidaknya menunjukkan item ekuitas awal, surplus atau defisit-

LO pada lperiode yang relevan, koreksij hyang secara tlangsung 

meningkatkan atau menurunkan ekuitas, termasuk dampak 

kumulatif karena lperubahan kebijakanj akuntansi ldan jkoreksi 

kesalahant dasar, serta modal akhir. Catatan atas Laporan 

Keuangan yang melingkupi definisi nilaij lpos yangh diusulkan 

tdalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, 

serta laporan perubahan ekuitas. 

 

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

Penyajian laporan keuangan merupakan representasi dari 

informasi keuangan pemerintah daerah hyang meliputi laporan 

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas 

laporan keuangan hyang memenuhij lkarakteristik tkualitatif jlaporan 

keuangan (Yadiati, 2007). Laporan keuangan ialah sistem 

pertanggungjawaban atas lpengelolaan sumber daya ekonomi hyang 

kdimiliki joleh entitas (Nordiawan, 2008). Penyajian laporan 

keuangan merupakan hal hyang sangat penting (Aliyah dan Anhar, 

2012), dan lpengungkapan informasi jini merupakanj kelemen penting 

tdari ltransparansi hfiskal serta takuntabilitas. Laporan keuangan hyang 

dipublikasikan ldisusun yberdasarkan jstandar akuntansi kyang yberlaku 

lagar mampu dipadankan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya. 
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Laporan keuangan sektor publik adalah gambaran tersusun dari 

situasi atau kondisi keuangan yang dihasilkan dari transaksi. Laporan 

keuangan organisasi sektor publik ialah bagian bermakna dalam 

membangun tanggung jawab bidang masyarakat. Meningkatnya 

permintaan akuntabilitas publik berdampak pada pengelolaan bidang 

masyarakat untuk menyampaikan informasi pada masyarakat, jsalah 

satunyal ialah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan 

(Mardiasmo, 2009). 

Laporan keuangan sektor publik mewakili status atau kondisi 

keuangan atas transaksi yang dilaksanakan entitas bidang 

masyarakat. Tujuan pelaporan keuangan ialah untuk membagikan 

informasi tentang status atau kondisi keuangan, kemampuan serta 

arus kas suatu entitas, hal ini penting untuk beberapa pengguna 

untuk menyusun serta menilai ketentuan tentang distribusi lsumber 

jdaya hyang digunakan entitas tdalam kegiatannya untuk kmencapai 

tujuannya (Bastian, 2010). 

Laporan keuangan jadalah laporan lterstruktur atas status atau 

tposisi keuangan ldan transaksij hyang dilakukanl entitas pelaporan (PP 

No. 71/2010). Representasi laporan keuangan ialah representasi 

informasi keuangan pemerintah daerah hyang mencukupi karakter 

lkualitatif laporan keuangan. 

Merujuk pemahaman di atas, dapatl jdisimpulkan tbahwa laporan 

keuangan ialah laporan hyang menjabarkan semua transaksi keuangan 

yangh ldilakukan entitas tbaik bidang masyarakat dan lswasta. 
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2.1.3.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik 

Merupakan indikator normatif yang harus direfleksikan atau 

dilaksanakan dalam informasi akuntansi agar mampu mencapai 

targetnya (Nordiawan, 2008). Untuk mencapai taraf yang diinginkan, 

laporan keuangan pemerintah mencakup empat karakter ksebagai 

berikutl : 

1. Relevan 

Apabila informasi hyang terkandung didalam laporan 

keuangan ldapat mempengaruhij pengambilan ketentuan lpengguna 

dengan mendukung pengguna dalam menilai peristiwa masa lalu 

maupun saat ini, memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi 

atau mengoreksi hasil evaluasinya, laporan keuangan dianggap 

relevan. Selain itu, jika informasi disajikan secara tepat waktu 

dan lengkap dapat dikatakan relevan. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan tidakj menimbulkan 

kesalahpahaman dan kesalahan besar, serta menyediakan setiap 

fakta yang benar ldan dapatj dikonfirmasi. Informasi htersebut 

mungkinj bermakna, namun bila lsifat atauy penyampaiannya htidak 

mampu jdiandalkan, pengguna informasi ltersebut mungkin 

lmenyesatkan. 

3. Dapat dibandingkan 

Apabila dapatl jdibandingkan dengank laporan keuangan 

periode sebelumnya hatau laporan keuangan entitas pelaporan 
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lainnya, maka hinformasi lyang terkandung dalamj laporan 

keuangan tersebut takan lebihk lberguna. 

4. Dapat dipahami 

Untuk memahami informasi yang diutarakan, pengguna 

dapat memahaminya didalam laporan keuangan serta 

mengungkapkannya jdalam bentukl tdan istilahk lyang ysesuai untuk 

pemahamanl jpengguna. Dalam hal ini, diasumsikanj kbahwa 

penggunat mempunyai keahlian hyang cukupl htentang kaktivitas 

serta dunia kerja entitas pelaporan dan kesediaan pengguna untuk 

meneliti informasi yang relevan. 

Ciri laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus 

direfleksikan dalaml informasi akuntansi hagar mampu kmencapai 

tujuannya. Karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu (PP No. 

71/2010) : 

1. Relevan 

Relevan, yakni informasi hyang terkandung ldi dalamnyaj 

mampu mempengaruhik pengambilan keputusan lpengguna jdengan 

mendukung penggunaj menilai kejadianh masa lalu atau saat ini 

serta memperkirakan masa depan lserta merevisi hasilj evaluasi 

masa lalu mereka. Informasi yang relevan mempunyai elemen 

berikutj : 

a. Manfaat umpan balik. Informasi tersebut lmemungkinkan 

penggunaj huntuk mengonfirmasi bahwa cara tersebut merevisi 

perhitungan masa lalu mereka. 
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b. Manfaat prediktif. Informasi mampu mendukung lpengguna 

memperhitungkan masa depan berdasarkan hasil terdahulu 

serta peristiwa terkini. 

c. Tepat waktu. Informasi hyang diberikan pada waktu yang 

tepat bisa berdampak serta bergunal jdalam kpengambilan 

keputusan. 

d. Lengkap. Meliputi seluruh informasi akuntansi hyang mampu 

mempengaruhit keputusan. Informasi di balik setiapl informasi 

utama yangl terdapat dalamj laporan keuangan harus 

disampaikan denganh tjelas, untuk mencegah penyalahgunaan 

informasi. 

2. Andal 

Artinya informasi yangl hterdapat pada laporan keuangan 

terhindar daril pemahaman hyang menyimpangkan sertaj 

kecurangan besar, dan setiap fakta bisa dinyatakan dan 

dikonfirmasi dengan jujur. Informasi hyang dapatjl kdipercaya atau 

andal hmemilikij karakteristik tsebagai lberikut : 

a. Penyajian jujur. Informasi jtersebut benar-benar menjabarkan 

transaksi serta peristiwal jlain hyang semestinya katau dapat 

secaral wajar diinginkan terjadi. 

b. Dapat dikonfirmasi. Informasi hyang tditampilkan ldalam 

laporan keuangan ydapat dibuktikan, danl hjika beberapa pihak 

telah melakukan pengujian atau pembuktian, hasilnya tetap 

menyatakan kesimpulan yang sama. 
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c. Netral. Informasi untuk kepentingan publik yang tidak 

kondusif atau adil untuk kepentingan aspek tertentu. 

3. Dapat dibandingkan 

Artinya apabila informasi kyang terdapat didalam laporan 

keuangan mampu dibandingkan ldengan laporan keuangan masa 

lalu ataupun laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Ini bisa 

dilakukan melalui perbandingan intern serta ekstern. Jika suatu 

perusahaan mengadopsi prosedur akuntansi yang sama setiap 

tahun perbandingan internal dapat dibuat. Apabila entitas yang 

dibandingkan menggunakan prosedur akuntansi yang sama, 

perbandingan eksternal bisa dibuat. Apabila kebijakan akuntansi 

yang diterapkan oleh entitas pemerintah lebih baik daripada 

kebijakan akuntansi saat ini, perubahan tersebut harus dilaporkan 

selama periode perubahan. 

4. Dapat dipahami 

Artinya informasi kyang ditampilkanj didalam laporan 

keuangan mampu dikuasai pengguna danl dapat disesuaikan 

dengan penangkapan pengguna. Maka dari jitu, hdiasumsikan 

kbahwa penggunay mempunyai pemahaman hyang cukupl jtentang 

haktivitas serta dunia kerja entitas pelapor danl keinginan 

jpengguna mendalami informasi yang relevan. 

Bersumber pada informasi diatas, dapatj ldisimpulkan 

kbahwa karakter kualitas laporan keuangan ialah relevan, laporan 

keuangan mampu mempengaruhi pertimbangan penggunaj ldengan 
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menilai kejadian terdahulu ataupun sekarang, mengestimasi masa 

depan serta mengkonfirmasi ataupun merevisi hasil penilaian, 

serta memberikan informasi secara tepat waktu serta lengkap. 

Andal, informasi laporan keuangan yang andal, terhindar ldari 

pemahaman kyang menjerumuskan serta pelanggaran besar, dan 

setiap fakta bisa dinyatakan dan diverifikasi dengan jujur. Dapat 

dibandingkan, informasi hyang terdapat dalam laporan keuangan 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelapor lainnya. Dapat 

dipahami, bahwa informasi yang ditampilkan dalam laporan 

keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dapat disesuaikan 

dengan ruang lingkup pemahaman pengguna. 

2.1.3.2 Indikator Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

Indikator penyajian laporan keuangan terdiri atas (Mulia, 2016) : 

1. Relevan. Informasi yangl terkandung jdi kdalamnya mampu 

mempengaruhit pertimbangan ypengguna denganl mendukung 

pengguna menilai kejadian terdahulu ataupun sekarang serta 

memperkirakan masa depan juga memperbaiki hasil penilaian 

masa lalu mereka. 

2. Andal. Informasi jdalam laporan keuangan terhindar ldari 

pemahaman yangk menjerumuskan serta pelanggaran besar, dan 

setiap fakta dinyatakan dengan jujur dan dapat diverifikasi. 

3. Dapat dibandingkan. Apabila dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya ataupun laporan keuangan entitas 
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pelaporan lainnya, maka informasi hyang terkandung ldalam 

laporan keuangan tersebut akanh jlebih ybermanfaat. 

4. Dapat dipahami. Informasi yang ditampilkan didalam laporan 

keuangan mampu dikuasai pengguna serta dapat diungkapkan 

dalamj bentukl hdan tistilah yangj disinkronkan ldengan tpengetahuan 

pengguna. 

2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan 

Aksesibilitas lmenurut jperspektif tata ruang tadalah keadaan hatau 

ketersediaanh hubungan ldari jsuatu tempat ke tempat lainnya katau 

kemudahanl jseseorang katau hkendaraan yuntuk lbergerak darij tsuatu 

tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman lserta kecepatanh tyang 

wajar (Bandariy, 2011). 

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan salah satu cara agar 

seseorang dapat dengan mudah mendapat informasi laporan 

keuangan (Mulyana, 2006). Permendagri No. 21/2010 menyebutkan 

bahwa pemerintah daerah mesti memberi kewenangan atau akses 

untuk menghasilkan laporan keuangan kepada stakeholder, 

contohnya dengan menerbitkan laporan keuangan daerah 

menggunakan internet, koran, ataupun sarana lain. 

Berdasarkan penjelasanl jdi katas, dapatj ydisimpulkan kbahwa 

aksesibilitas laporan keuangan ialah keluasaan membuka serta 

mendapat informasi laporan keuangan hyang disusun satuan 

pemerintah. 
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Keterbukaanl informasi publik hdapat ldilihat padaj UU No. 14 

Tahun 2008 mengenail hketerbukaan informasi publik, kpada pasal 2 

ayat 2 dan 3 yangl jmenyebutkan bahwah setiapk yinformasi publik 

lbersifat hterbuka danl dapatj diaksest koleh lsetiap jpengguna informasi 

publik. Setiapl informasi jharus dapaty jdiperoleh setiapl tpemohon 

informasi publik denganh lcepat danj htepat waktu, biayal tringan danj 

lcara ksederhana. 

Berdasarkan Sande (2013) hyang sebanding denganl Permendagri 

No. 13/2006, pemerintah daerah jharus melakukan thal-hal sebagai 

berikut : 

1. Transparansi. Laporan keuangan hyang dihasilkan pemerintah 

daerah diterbitkan menggunakan media 

2. Kemudahan. Pemerintah daerah harus membagikan kemudahan 

bagi pemangku kepentingan untuk mendapat informasi atas 

laporan keuangan daerah  

3. Dapat diakses. Publik dapat membuka laporan keuangan 

pemerintah daerah menggunakan internet 

Permendagri No. 3/2017 mengenai pedoman pengelolaan 

pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah 

daerah ditujukanvuntukj: (1) Merealisasikan good governance yakni 

pemerintahan yang terbuka, efektif, realistis, akuntabel dan 

bertanggung jawab; (2) Meningkatkan manajemen serta layanan 

informasi serta dokumentasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta 
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pemerintah daerah untuk menyediakan layanan informasi serta 

dokumentasi bermutu tinggi. 

Secara keseluruhan, perkembangan terakhir perumusan regulasi 

pemerintah pusat untuk membantu transparansi informasi publik 

pemerintah pusat dan daerah sangat terlambat. Dengan tersedianya 

informasi untuk publik, penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berfungsi ldengan baikj tdan dapaty menciptakan pemerintahan hyang 

lakuntabel, jtransparan, efektif dan tdapat hdipertanggungjawabkan 

kepadaj lsemua tpihak. 

2.1.4.1 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan 

Aksesibilitas laporan keuangan dipengaruhi oleh 3 indikator 

berikut (Mulia, 2016) : 

1. Terbuka di media massa 

Laporan keuangan diterbitkan secaral transparan dalam 

media, jsehingga penggunak laporan keuangan (khususnya pihak 

eksternal) bisa melihatnya lsecara tepat. 

2. Mudah diakses 

Pengguna zeksternald bisa gmengaksesv jinformasic 

flaporanl lkeuanganpmenggunakancinternet. 

3. Ketersediaan informasi 

Informasi laporan keuangan hyang dipublikasikan secaral 

menyeluruh diserahkan kepada hpengguna yang memerlukan 

laporan keuangan ini. 
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2.1.5 Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 

L Penggunaan informasi laporan keuangan daerah berhubungan 

denganxevaluasizpenggunaxlaporan keuanganxatas tanggung jawab 

serta keterbukaan setiap laporan keuangan yang disampaikan 

pemerintah (Saputra, 2012). Akuntabilitas dan transparansi keuangan 

daerah menjadi tanggung jawab Perda dalam manajemen keuangan 

daerah, dengan cara menampilkan laporan keuangan ke media secara 

transparan serta kredibel, berbagai pemangku kepentingan dapat 

mengakses informasi dengan asumsi masyarakat berwenang 

mendapat informasi tersebut (Aliyah serta Nahar, 2012). Laporan 

keuangan daerahzdirancangcuntukbmemberikan informasi keuangan 

hyang dapat digunakan untukl pengambilan keputusan ekonomi, 

sosial, politik serta laporan akuntabilitas litu hsendiri. kSasaran yangl 

tlebih hpenting dalaml pelaporant ialah kepuasany jpengguna informasi 

(Bandariy, 2011). Menurut Deniski (1973) dalam Sujana (2002), 

disebut sebagai Impossibility Theory, penggunal informasi laporan 

keuangan memiliki berbagai macam jenis kepentingan, sehingga 

jsangat sulity luntuk menyusun informasi untuk jmemuaskan lsemua 

jenist hpengguna. 

Guna jmemuaskan lpengguna informasi, mesti kerja keras untuk 

menelusuri informasi apa saja yang diperlukan pengguna laporan 

keuangan daerah. Untuk organisasi pemerintah, tujuan umum 

akuntansi dan pelaporan keuangan jadalah (Mardiasmo, 2002) : 
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1. Menyampaikan informasi yang diperlukan untuk membuat 

keputusan ekonomi, sosial, politik lserta sebagaij lbukti 

akuntabilitas dant manajemen. 

2. Menyampaikan informasi hyang diperlukan untukl menilai kinerja 

manajerial serta organisasi. 

Secaraj hrinci, tujuannyal adalah : 

1. Menyediakan informasi keuangan kuntuk memutuskan serta 

memperkirakan arua kas, saldo neraca, serta kebutuhan sumber 

daya keuangan jangka pendek departemen pemerintah. 

2. Menyampaikan informasi keuangan juntuk memutuskan serta 

memperkirakan keadaan ekonomi departemen pemerintahan dan 

perubahannya. 

3. Menyampaikan informasi keuangan untuk memantau kinerja, 

mematuhi hukum dan peraturan, kontrak yang dinegosiasikan, 

serta peraturan lain yang diperlukan. 

4. Menyampaikan informasi untuk perancangan serta penaksiran dan 

untuk memperkirakan dampak akuisisi serta alokasi sumber daya 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

5. Menyampaikan informasi untuk menilai manajemen dan kinerja 

organisasi. 

Laporan keuangan pemerintah ialah lsalah satuj twujud 

pertanggungjawabanj pemerintah lkepada tmasyarakat. Masyarakat 

berhak mengetahui laporan keuangan pemerintah. Pengguna 

informasi keuangan yang berbeda memiliki tingkat kepuasan yang 
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berbeda pula, yang akan menimbulkan keperluan informasi yang 

berbeda, sehingga menimbulkan benturan kepentingan. Menurut 

Mardiasmo (2002), keperluan informasi pengguna laporan keuangan 

Perda bisa disingkat sebagai berikut : 

1. Pengguna layanan masyarakat memerlukan informasi tentang 

biaya, harga, serta kualitas layanan masyarakat yang 

disampaikan. 

2. Wajib pajak masyarakat serta pemberi bantuan hendak melihat 

keberadaan penggunaan tertentu. 

3. lKreditorx serta zinvestorb memerlukan ginformasic juntukl 

memperkirakanptingkatdrisikol,flikuiditasl, sertavsolvabilitas. 

4. lParlemenx serta organisasi zpolitikb membutuhkan vinformasil 

lkeuangand juntukg menjalankan pfungsiz jpengawasanv serta 

lmenghindariblaporandyangcbiasz dalam hal status ckeuanganl 

lpemerintahl, sertaypenyelewenganbkeuanganvNegara. 

5. Pengelola zpublikb memerlukan xinformasig jakuntansic 

jsebagail bagian integral dari psistemz jinformasig jmanajemenv 

juntukl menopangzperencanaandsertavpengendalianborganisasil, 

evaluasi lkinerjal, serta interkoneksi denganborganisasigserupa 

lainnya dari lwaktucke waktu. 

2.1.5.1 Indikator Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 

Menurut Mulia (2016) indikator penyajian laporan keuangan 

meliputi : 
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1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

J Menurutz fMardiasmox (l2005l) xtransparansig bermakna 

keterbukaand fpemerintahb jdalamg menyampaikan informasi 

terpaut aktivitas manajemen sumber daya masyarakat pada 

pihak-pihak yang memerlukan informasi. Pertimbangan 

transparansi adalah bahwa publik memiliki hak untuk secara 

terbuka serta sepenuhnya memahami ltanggung jawabt 

pemerintah dalamj ymengelola sumberl tdaya hyang diamanahkan 

tkepadanya serta mematuhij lperaturan perundang-undangan 

(SAP, 2005), sehingga dapat menyampaikan informasi 

keuangan yang transparan serta jujur pada publik. Transparansi 

adalah akses bebas  kegiatan politik dan ekonomi serta 

keputusan pemerintah. Transparansi memungkinkan semua 

pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengetahui struktur 

serta fungsi pemerintah, tujuan dari kebijakan serta rencana 

fiskal, dan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya. 

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa kaitannya 

dengan transparansi, masyarakat mempunyai hak kepada 

pemerintah yakni : 

1) Hak untuk memahami, yaitu : 

a. Memahami kebijakan pemerintah 

b. Memahami ketentuan pemerintah 

c. Memahami alasan penerapan kebijakan serta ketentuan 

tertentu. 
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2) Hakl juntuk diberih informasi, kyang melingkupi hakl tuntuk 

diberij lpenjelasan secarat transparan hatas isu yangk jmenjadi 

perdebatanl tpublik 

3) lHakc juntukb mengungkapkan keinginan mereka. 

Pelaporan lkeuanganb fpemerintahv ialah ghakd jpublikp 

jyangx wajib ldisampaikan volehb jpemerintahg jpusatc dan 

pemerintah ldaerahl.bHakd jpublikc untuk memperoleh 

xinformasil lkeuanganv merupakan hasil dari rancangan 

tanggung jawab lpublikl.vAkuntabilitasb jpublikp 

mengharuskan zorganisasil lpublikx menyediakan blaporanc 

jkeuanganp jsebagaiv jbuktiz akuntabilitas serta 

manajemen. 

Transparansi didasarkan pada kebebasan mengakses 

informasibyangpdibutuhkanc publik.yArtinyaginformasid jyang 

lberkaitanz jdenganb fkepentinganx umum dapat plangsung 

ldiperolehg jolehb fmerekac jyangz jmembutuhkan 

(lMardiasmol,l2002l).bTransparansiv berarti tidak hanya 

menghasilkan laporan tahunan, tapi juga terbuka serta dapat 

diakses oleh publik, sebab kegiatan pemerintahan dilakukan 

dalam lingkup tugas masyarakat. 

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut Bastian (2010),zakuntabilitasb jdapatc jdiartikanl 

lsebagaiv penyampaian pertanggungjawaban atau tanggapan  

kepada pihak yang berhak atau berhak meminta informasi atau 
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pertanggungjawaban, menjelaskan kinerja serta perilaku 

individu/badan/hukum/pimpinan kolektif atau organisasi. 

Akuntabilitas bertanggung jawab atas manajemen sumber daya 

dan implementasi lkebijakan kyang diamanahkan tpada entitas 

pelaporan untuk memperoleh tujuan hyang ditentukan secaral 

teratur (Nordiawan, 2008). 

Sistem akuntabilitas keuangan daerah menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah dalam manajemen keuangan daerah, 

menyajikan laporan keuangan yang transparan serta jujur pada 

masyarakat melalui media, dan laporan tersebut dapat 

dilakukan oleh semua pihak terkait (Wahida, 2015). 

Sedangkan bmenurutl lMardiasmoc (l2009l), 

pertanggungjawaban atau cakuntabilitasl lpublikb merupakan 

dkewajibanv jpemegangc jamanahg (lagentl) luntukg 

jmengungkapkanb fsemuaz jaktivitasx jkepadab jpihakl 

lpemberic famanahv (lprincipall) byangp jmempunyaic jhakv 

serta ckewenanganz juntukx menuntut tanggung jawab 

gtersebut. 

“Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwav 

jakuntabilitasc fpengelolaanx jkeuanganp merupakan tanggung 

jawab cpemerintahb pada gpublikl, yaitu pembukuan, 

penyajian, pelaporan serta pengungkapan semua kegiatan yang 

berkaitan dengan manajemen sumber daya ekonomi”. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitin ini membahas ltentang jpengaruh penyajian laporan hkeuangan 

daerahl danl aksesibilitas laporan keuangan yterhadap penggunaan informasi 

keuangan daerah. lPenelitian ini merupakan replika dari penelitian 

sebelumnya yang disajikan padaj tabelh tdibawah yini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Nama / 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 
Hasil 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

penyajian 

laporan 

keuangan daerah 

dan aksesibilitas 

laporan 

keuangan 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah 

Safitri 

Ratna 

Amelia / 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Penyajian laporan 

keuangan daerah 

dan Aksesibilitas 

laporan keuangan 

 

 

Variabel 

Dependen : 

Penggunaan 

informasi 

keuangan daerah 

 

 

 

 

 

 

“Hasil penelitian 

tersebut 

menyebutkan 

bahwa penyajian 

laporan keuangan 

daerah secara 

signifikan 

berpengaruh 

positif terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah. 

Aksesibilitas 

laporan keuangan 

secara signifikan 

positif 

berpengaruh 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah”. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

penyajian 

laporan 

keuangan daerah 

dan aksesibilitas 

laporan 

keuangan 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah 

(studi pada 

Himmah 

Bandariy / 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Penyajian laporan 

keuangan daerah 

dan Aksesibilitas 

laporan keuangan 

 

 

 

Variabel 

Dependen : 

penggunaan 

“Hasil penelitian 

tersebut 

menyebutkan 

bahwa penyajian 

laporan keuangan 

daerah secara 

signifikan 

berpengaruh 

positif terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah. 
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Kabupaten eks 

Karesidenan 

Banyumas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

informasi 

keuangan daerah 

 

 

 

 

 

 

Aksesibilitas 

laporan keuangan 

secara signifikan 

berpengaruh 

positif terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah”. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

penyajian 

laporan 

keuangan dan 

aksesibilitas 

laporan 

keuangan 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Peggy 

Sande / 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Penyajian laporan 

keuangan dan 

Aksesibilitas 

laporan keuangan 

 

 

 

Variabel 

Dependen : 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

 

 

 

 

“Hasil penelitian 

menyebutkan 

bahwa penyajian 

laporan keuangan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

dan aksesibilitas 

laporan keuangan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah”. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

penyajian 

laporan 

keuangan daerah 

dan aksesibilitas 

laporan 

keuangan daerah 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah 

(studi kasus pada 

pemerintahan 

Kota Pekanbaru) 

 

 

 

 

Fera 

Maydia 

Sari / 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Penyajian laporan 

keuangan daerah 

dan Aksesibilitas 

laporan keuangan 

daerah 

  

 

 

 

 

Variabel 

Dependen : 

Penggunaan 

informasi 

keuangan daerah 

 

“Hasil penelitian 

tersebut 

menyebutkan 

bahwa penyajian 

laporan keuangan 

daerah 

berpengaruh 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah. 

Aksesibilitas 

laporan keuangan 

daerah 

berpengaruh 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah”. 

5. 

 

 

Pengaruh 

penyajian 

laporan 

Salomi J. 

Hehanussa 

/ 2015 

Variabel 

Independen : 

Penyajian laporan 

“Hasil penelitian 

menyebutkan 

bahwa penyajian 
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keuangan daerah 

dan aksesibilitas 

laporan 

keuangan daerah 

terhadap 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Kota Ambon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keuangan daerah 

dan Aksesibilitas 

laporan keuangan 

daerah  

 

 

Variabel 

Dependen : 

Transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah  

 

 

 

 

 

laporan keuangan 

daerah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah, 

dan aksesibilitas 

laporan keuangan 

daerah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah” 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

penyajian 

laporan 

keuangan daerah 

dan aksesibilitas 

laporan 

keuangan 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah 

(studi empiris di 

Kota Baubau) 

Waode 

Alnur 

Mulia / 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Penyajian laporan 

keuangan daerah 

dan Aksesibilitas 

laporan keuangan 

 

 

 

Variabel 

Dependen : 

Penggunaan 

informasi 

keuangan daerah  

 

 

 

 

“Hasil penelitian 

menyebutkan 

bahwa penyajian 

laporan keuangan 

daerah 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah. 

Aksesibilitas 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

keuangan daerah”. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir jmerupakan modelt hkonseptual tentangl jbagaimana teorit 

berhubungank jdengan berbagaih lfaktor yangt ktelah diidentifikasi jsebagai 

masalahl hyang pentingk (Sugiyono,2013). Kerangkal hkonseptual bertujuant 

untukl ymengemukakan secarah jumum mengenaik tobjek penelitianh lyang 

dilakukanj tdalam kerangkal rdari variabelh kyang akanj tditeliti. 
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Penelitianh yini untukl jmengetahui hpengaruh penyajian laporan keuangan 

daerah dan aksesibilitas laporan keuangan lterhadap jpenggunaan tinformasi 

keuangan daerah, maka tersusun kerangka pemikiran yang disajikan pada 

gambar sebagai berikut : Penelitianl jini melibatkan dua (2) variabel 

independenj dan satu (1) variabel tdependen. Variabel kindependen meliputi 

penyajian laporan lkeuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan, 

sedangkan variabel dependeny adalah penggunaan informasi keuangan 

daerah. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini tercermin dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Berpikir 

 

Keterangan : 

 : Hubungan Parsial 

 : Hubungan Simultan 

 

Keteranganl jGambar : 

Kerangka pemikiran dalam penelitiank lini tmenunjukkan hubungan 

variabel independenh secara parsial yaituy penyajian laporan keuangan daerah 

(X1), untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya lterhadap jpenggunaan 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Daerah  (X1) 

Aksesibilitas 

Laporan 

Keuangan (X2) 

Penggunaan 

Informasi 

Keuangan 

Daerah (Y) 
H 2 

H 3 

H 1 
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informasih keuangan daerah (Y). Dan juga untukj tmengetahui seberapa besar 

pengaruhr aksesibilitas laporan keuangan (X2) terhadapj variabel ldependen yaituk 

penggunaan informasi keuangan daerah. Selanjutnya untuk mengetahui secara l 

jbersama-samat hatau simultan kedua variabel independen kmempunyai pengaruhl 

atau tidak yterhadap variabel dependen. 

“Laporan keuangan organisasi sektor publik menjadi bagian tpenting 

dalam membangun akuntabilitas sektor publik. Meningkatnya permintaan akan 

pelaksanaan akuntabilitas publik berdampak pada pengelolaan informasi yang 

diberikan pada publik oleh sektor publik, salah satunya ialah informasi akuntansi 

dalam bentukdlaporanc(jMardiasmol,g2009l)”. 

“Undang-Undang Nomor 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103 menyebutkan lbahwa 

informasi hyang terdapat didalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (lSIKDl) 

merupakan data publik yang mampu dipahami, diakses, serta diperoleh 

masyarakat”. 

Penyajianl laporan keuangan daerah zmerupakan jfaktor qlpentingv jdalam 

zpembentukan jsistem xpertanggungjawaban fmanajemen qkeuangan cdaerah. lPerda 

jmesti fmampu cmenyusun glaporan dkeuangan csesuaij zdengan bstandarx jakuntansiv 

fyangp cberterima zumum jserta gmemenuhi jkarakteristik vkualitatif glaporan 

pkeuangan. Kian cbaikdpenyajianz flaporanj jkeuanganl, maka laporan keuangan 

pemerintah daerah kian jelas, hal ini dikarenakan seluruh  jtransaksi gkeuangan 

zdilaksanakan fsesuai jdengan vketentuan qyang xberlaku vserta zdisampaikan jsecara 

xutuh vserta gjujur vdalam glaporan qkeuangan xpemerintah gdaerahg(lSande,g2013l). 
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Demokrasip jterbukaz bisa diwujudkan menggunakan media lseperti surat 

kabar, majalah, radio, televisi serta website hyang dapatl membagikan animo 

ataupun mendorongt hpemerintah untuk bertanggung jawab pada publik 

(Mulyana, 2006). 

 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap 

Penggunaan Informasi Laporan Keuangan Daerah 

J Penyajian laporan keuangan daerah lmenjadi gfaktor jpenting 

jdalam fpembentukan jsistem zpertanggungjawaban xmanajemen 

vkeuangan jdaerah. xPerda lmesti jmampu bmenyusun vlaporan 

zkeuangan fsesuai xdengan bstandar xakuntansi qyang cberterima zumum 

jserta lmemenuhi zkarakteristik gkualitatif qlaporan jkeuangan. Semakin 

baik penyajian laporan keuangan vmaka xlaporan zkeuangan 

gpemerintah jdaerah semakin cjelas, bhal xini zdikarenakan gseluruh 

transaksi keuangan dilaksanakan sesuaij ldengan tketentuan yangy 

berlakuh lserta disampaikan secara utuh serta jujur jdalam tlaporan 

rkeuangan Perda sehinggal penggunaanj informasi tkeuangan daerah 

akan meningkat dan juga akan mempengaruhi penilaian publik 

(Sande, 2013). 

“Penelitianbsebelumnyacyangzdilakukanxolehp Bandariy (l2011l), 

mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan informasi 

laporan keuangan oleh pengguna informasil. Hasil penelitian 
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Bandariy (2011)gsejalanbdengancyang dilakukan oleh Mulia (2016), 

dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan daerah 

perpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi 

keuangan daerah”.b 

Berdasarkan dukungan teoritis serta xbuktivempirisbdicatasl, 

lmakax bisa  dibuat bhipotesisj: 

H01 : “Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah” 

Ha1  :  “Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah” 

 

2.4.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap 

Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 

“Penggunaan informasi hyang lefektif bergantung pada aksest publik 

ke laporan pertanggungjawaban ataupun laporan hasil survei yang 

mampu dibaca serta dipahami. Didalam demokrasi yang terbuka, 

media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, serta website 

menyediakan akses gyang mendorong penggunaan informasi laporan 

keuangan daerah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006). Kemudahan 

dalam mengakses bagi pengguna informasi laporan keuangan mesti 

dilakukan oleh pemerintah. Apalah artinya menyampaikan laporan 

keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses 

bagi pengguna informasi laporan keuangan daerah. Sehingga 

pemerintah selaint lmenyajikan laporan keuangan hjuga harust 
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memberikanj lkemudahan dalamk rmengakses laporanh keuangan huntuk 

pengambilanl keputusan ekonomi, sosial dan politik jkepada lpihak-

pihakt yang berkepentingan. tHal hyang dapatl tdilakukan holeh 

pemerintah kadalah denganj lcara memberikant hfasilitas kepadal 

jberbagai pihaky kyang mempunyait jkepentingan agarl hdapat 

lmengetahui atauk hmemperoleh laporanj tkeuangan denganl jmudah”. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bandariy (2011) 

menunjukkan lhasil bahwaj aksesibilitas laporan keuangan tsecara 

signifikan berpengaruh positif terhadapy jpenggunaan rinformasi 

keuangan daerahl. Selanjutnya, hasil zpenelitianj Mulia (2016) juga 

menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan 

berpengaruh signifikan positif lterhadap penggunaan informasi 

keuangan daerah. Halj lini menunjukkan bahwah tsemakin mudah akses 

terhadap laporan keuangan daerah makal penggunaan informasi 

keuangan daerah akan semakint hbaik. 

Berdasarkan jdukungant teoritis serta tbuktic jempirisl di atas, 

jmakaj bisa dibuat hipotesis : 

H02 : “Aksesibilitas Laporan Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap 

Penggunaan Informasi Keuangan Daerah” 

Ha2  :  “Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap 

Penggunaan Informasi Keuangan Daerah” 
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2.4.3 Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas 

Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan 

Daerah 

Dalam rangka meningkatkan jtransparansic serta akuntabilitas 

laporan tkeuanganl jdaerahl, pemerintah daerah wajib menyajikan 

laporan lpertanggungjawaban kepadaj tmasyarakat berbentuk laporan 

keuangan denganl jmengembangkan sistem informasi keuangan 

daerah. Selain menyediakan laporan keuangan, pemerintah daerah 

juga tharus memberikank kemudahanj yakses bagil jpengguna laporan 

keuangan. Alasannya, apalahk yartinya menyampaikan laporan 

keuangan tetapi tidakh lmemberikan kemudahanj takses kbagi penggunat 

laporan keuangan, makah upaya juntuk mewujudkan transparansi serta 

akuntabilitasl laporan keuangan daerah tidakj dapat mencapai hasil 

yang terbaik. Karena penyajian atau penyusunan laporan keuangan 

adalahy suatuk lbentuk jkebutuhan transparansi jyang merupakanl ysyarat 

pendukungh adanyal akuntabilitas jyang yberupa keterbukaanl 

pemerintah atask haktivitas pengelolaant sumber daya lpublik. kApabila 

informasi yangh jterdapat dit hdalam laporanj rkeuangan pemerintah 

daerah memenuhil tkriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah 

lseperti yangy jdisyaratkan ldalam PP No. 24 tahun 2005, berarti t 

pemerintah daerah mampuj lmewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas dalamj pengelolaanl keuangan daerah. 

“Penelitianf sebelumnya hyang dilakukanj loleh Mulyana (2006) 

lmenunjukkan hasil dbahwa jjpenyajian laporan keuangan daerah tdan 
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aksesibilitas laporan keuangan lsecara bersama-sama atau vsimultan 

berpengaruhb jpositifz jterhadap transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. Sejalan xdenganj penelitianh byang 

dilakukanl holeh Mulia (2016), hasilt rpenelitian menunjukkanl jbahwa 

penyajianl laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan 

keuangan secaraj vbersama-sama cberpengaruh jjpositif dan gsignifikan 

jterhadap penggunaan xinformasi ckeuangan ydaerah. Halk hini 

menunjukkanl jbahwa semakint ebaik lpenyajian laporan keuangan 

daerah dan aksesibilitas laporan keuangan semakin mudah lmaka 

penggunaan informasi keuangan daerah kakan semakinh tbaik”. 

Berdasarkan vdukungan xteoritis gserta gbuktil xempiris vdi qatas, 

gmakaj bisa dibuat fhipotesisj : 

H03 : “Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan 

keuangan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

keuangan daerah” 

Ha3 : “Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan 

keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

keuangan daerah” 

 

 

 


